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NOMOR tL}. A /KJ,,nS ffl 2A2s

TENTANG

PEIIIITJT'KAI{ STAF KIIUSUS BUPATI HALT}IAIIERA BARAT
BIDAilG TEKITOLOGI IITFORMASI DAIT ITOMUITII(ASI

DALIIM PEITYELEISGGARAAIT PEMERII{TAHAIT DATRAH
T(ABUPATIIT IIALMAHDRA BARAT

TAHUIT 2,0/26

BUPATI HALMAIITRA BARAT,
a. bahwa dalam rangka mendukung tugas Bupati da-lam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, diperlukan Staf Khusus yang memiliki keahlian
di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;

b. bahwa perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang
semakin pesat memerlukan perhatian khusus agar dapat dimanfaatkal
secara optimal dalam meningkatkan pelayanan publik dan
pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a daa hurr:f b, perlur ditetaBkan Keputusan BuBati Haknahera Barat
tentang Staf Khusus Bupati Halmzhsra Barat Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daera-h Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2O25;

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentalg Penetapan Undang-
undang Nqmor 23 Darurat Tahun Lq57 teatang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wil,ayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;

2 Undang-undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-un<iang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahsls Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Haknahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
Undang-undang i,iomor 23 Tairun 2Al4 tentang Perrerir:.tahan Daerair;
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

l0.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

11.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2}fi tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbang;
l3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;
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i4.Peraturan Pemerintah iliomor ii Tahun 2Oi7 rentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A17 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

lT.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 201i tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang
Perutrahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
teniarrg Ferrr'oc rrtukan Pi'r-rrlu k Il uku rr:r D aerah ;

l9.Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2A tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perutrahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun '2016 telltang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Haimahera Barat;

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A25;

22.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 20'21 tentang
n^*,,1^^[-^.^ l-^lr!^ ^+^^ D^..^.,,-^- D,,--^.: Tl^I*^1^^-^ D^-^4 IT^-^- 1nrUl ul.ri1^lldlt l}E(-rtla1- ati,.J rrrir-LL-ttd"Il If Lipiitr I liitlltilll.U.i.il. -DalilL r\UlLtUi i lJ

Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
23.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun '2A'25 tenta"ng

Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A25;

MEMUTUSI(AN :

Menunjuk Saudara MASRI HAMJA sebagai Staf Khusus Bupati
Tr^1*^a-^-^ D^-^. D:-l^-- m^1.-^1^-: r.^a^.*^^: -l^^ t/^.*-,.^:!,^^: n^l^-iiaimancra uai-al iJioang rcKnoiogi inrorTnasi can KomiinlKasi iJalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Masa kontrak kerja Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 2
Buian terhitung mulai tanggal 1 Bulan Oktober sampai dengan tanggal
3i Bulan Desember: Tahun 2A25.

Masa kontrak setragaimana dimaksud Dikturn Kedua, sern'aktu-waktu
dapat ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan
kebijakan pemerintah dan/atau bertentangan dengan hal-hal lain 1,ang
bersiiat teknis.

Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Inforrnasi dan Komunikasi Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan
kine{a dengan besaran Rp. 5.OOO.OOO,- (Lima Juta Rupiah).

Staf Khusus Bupati bid.ang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalarn
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain memperoleh Hak-hak
sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dapat pula diberikan
tambahan penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan clengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan
kemampuan keuangan Daerah.

Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam
pen3relenggraan Pemerintahan Daerah diberikan bi"aya perjaianan dinas
Dalam Daerah maupun Keluar Daerah {Dalam Negeri} disetarakan
dengan Perjalanan Dinas Non PNS.
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Staf Khusus Bupati Bidang Teknoiogi Informasi dan Komunikasi Daiam
Penyeiengaraan Perneri:etahan Daerah rnempunyai tugas sebagai
tlerikut :

a. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati daiam
perumusan kebijakan di Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TiK).

b. Mernbantu merancang strategi pengembangan sistem digital
pemerintahan daerah ie-government).

c. Mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan
pubiik kepada masyarakat.

d. Memberikan masukan terkait keamanan informasi dan
perlindungan data pemerintah daerah.

e. Mengkaji dan merekomendasikan inovasi berbasis Teknoiogi
Informasi dan Komunikasi yang relevan dengan ketrutuhan daerah.

f. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka
penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

g. Menyampaikan laporan, masukan, serta evaluasi berkala kepada
Bupati mengenai perkembangan Teknologi Inforrnasi dan
Komunikasi di kabupaten Ha}nairera Barat.

Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan Kornunikasi Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas
berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada
Bupati.

Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Keputusan ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal :1 Okto 2025

BUPATI BARAT,

i. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jaiioio,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Hafmahera Barat di Jailoio,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

YA]VIES UANG

Ass. Bid. Administrasi Umum

Kabag Umum, Perencannan &

Kabag. Hukum & Orgs

Tenbuso;n; Disampaikan kepada Yth ;

PE.'ABAT PARAF

Sekretaris Daerah
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